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'PENGANTAR EDITOR

Enam  pulub tabun  sudah Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik
Parahyangan (I'H Unpar) mengada di dunia pendidikan, Mulai dari 15
September 1958, FI4 Unpar mengabdikan diri di tatar Parahyangan dengan
~terus berusaha memberikan pendidikan yang baik. Semangar awal Mgr.
Prof. Dr. N. J. C. Geise, OFM dan Mgr. P. M. Arnts, OSC dalam pendirian
' ._k’lmpus swasta ini terus bergulir, juga dalam kescharian giat yang dxhkuk'm

© para cmtas qlmdemlka F }I Unpar.

: --P_ada_ 'usia yang telah menginjak Lustrum X1, telah difaksanakan berbagai
o pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Meski demikian,
- tidak berarti bahwa FH Unpar telah berada di titik senjanya. Usia tersebut
| jﬁétru menjadi petnicu para akademisi di lingkungan FH Unpas dan kampus
'-sahabftt untuk terus bcxkcmtnbum mdaIm bej bagai bidang ﬁmu hukum yang
dlkuasal h ' o ' '

'-Hai{ Aqaa Manusia (HAI\@ bebagal terna yang diplilh dalam peringatan
kc:b.ahagaan bersama ini memiliki konteks yang luas; berhubungan langsung

jhg'ln kehidupan manusia; juga membutuhkan peran serta banyak pihak

tema. HAM d1 caji dari besbagai 1)1c§ar1é7 dahm lou hukum., -

T Lmﬂ HAM tlda,k hanya berkaitan dengan isu manusia dan hak politiknya;
hatan kemanusiaan; kesetaraan antara penyandang disabilitas dan
cka yangj tidak menyandangnya; atau pengakuan hak-hak masymakat
" .._S’i()I.lSCp vang luas ini pada dasarnya mencakup. seluruh bidang
pan manusia, Terbulkti dari telah berkembangnya tiga generasi HAM,
dari- HAM generasi pertama yang berbicara mengenai hak sipil dan
HAM fgencrasi kedua vang meliputd hak ekonomi, sosial, dan
; hingga. HAM generasi ketiga yang membahas misalnya hak atas
ngunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang baik,
ain. Perkembangan tersebut dimulai dati saat di mana ddak perla
mpur-tangan negara terhadap hak-hak dan kebebasan individual,

ada dipexlul&annyz sikap alstif negara untuk memenuhi hak-hak

.1- atas - tuntutan akan persamaan sosial dan pada akhirnya

daiam pelaksanaan dan penegakannya, Menjadi tidak betlebihan lmanya sika -



mewajibkan negara untuk menyusun dan menjalankan program  bagi

' pemenuhannya, Terakhir, sampai pada saat di mana pelaksanaan hak-hak
“generasi ketiga, membutuhkan fldanya ku;a LTS mtunamonal dan bukan

- Sc,ked’ll tanggung jawab suatu negara,’

Mcnuangkan pikiran dengan menulis dalam sebuah bunga rampai, adalah

suatu ikhtiar untuk memperluas kajian tentang HAM. Diharapkan, terjadi

peningkatan pemnahaman HAM bagi masyarakat. Dengan  demikian,
internalisasi nitai-nilai HAM sebagai wujud nyata pengakuan terhadapnya
pethu terjadi. Oleh karena melalui HAM, hak-hak manusia ditempatkan di

' tempatnya yang tertinggl yang tidak bisa diingkart. Pengingkaran terhadap
HAM sama artinya dengan m_engingkari cksistensi manusia ity sendiri.?

Dalam usaha tersebut, bersamaan dengan Dies Natalis ke-60 FIH Unpar,
peluncuran Buku Percikan Gagasan tentang Hukum V yang bertema “Hak
Asasi Manusia” ini diharap dapat semakin meluaskan penyebaran kajian
akan HAM. Hal ini dilakukan juga untuk membantu terciptanya -
implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang -
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana
Aksl Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Perpres 75/2015). Ds
mana setelah melibat hasil evaluasi dari tantangan RANHAM 2011-2014
terdapat dua tantangan terbesar, yaitu kurang optimalnya koordinasi
antarlembaga pelaksana dan kurang efektifnya mekanisme pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM 2011-2014. Dengan .
demikian, dukungan dan peran serta masyarakat, serta pembenahéﬁ”
lembaga pelaksana RANHAM 2015-2019 (baik yang terlibat langj%ung_
maupun tidak) petlu diupayakan.

Atas dasar hal tersebut, tulisan dalam buku Percikan Gagasan tentang:
Hukum V ini dibagj berdasarkan tulisan yang ditujukan pada pembenaban
lembaga, serta yang diharapkan mampu meningkatkan sikap internalisasi:
nilai dalam diri sendisi. Di akhir, buku ini zkan ditutup dengan tulisan yan

" Rhona K. M. Smith, dick., Hukum Hak Asasi Manusia, (Y ogyakarta: PUSHAM UI
2008), hlm. 15-17. .

? Suparman Marzuki, Hak atas Pembangunan sebugai Hak Asasi Manus‘m 5 ;
TINEQT A Na AL/ X VIT007. hilm, 50, ;



lebih memperlihatkan unsur internasionalnya, di mana Indonesia sebagai
aktor internasional, juga turut memberikan . sumbmgmh bqgl dlskusx
maupun aksi nyata tm,néunfn HAM. '

:1 Pembenahan Lembagd yang Bcrkaltan dengan Pelaksanaan
HAM .
. Dalam bagian ini, dapat dibaca berbagai tulisan mulai d'ul
a.. hak-bak mereka yang berada dalam keadaan bebas (fidak sedang menjalani
o bukuman  pidana), sepertt diskusi mengenal hak untuk bebas
. “berpendapat di era post-fruth, hak para tuna grahita untuk menikah,

hak anak-anak untuk tidak dicksploitasi -dalam bisnis, hak para
- pemeluk agama minortitas, hak para lesbian, gey, biseksual, dan
_ transgender, serta hak seseorang atas dwikewarganegaraan.

b, hak-hak mereka yang lengab bersinggungan dengan hukum pidana, seperti
- halk para tessangka untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak
' memihak; hak terdakwa untuk mendapatkan makanan yang layak;

petlindungan bagi anak autis (baik sebagai korban maupun pelaku)

dal_am hukum pidana formil Indonesia. R

; Peningkatan Internalisasi Nilai HAM
Dalam rangka peningkatan internalisasi nilai, terdapat tulisan untuk

menghalau ekstrimisme dengan meningkatkan pemahaman akan nilaj-
nilai Pancasila dan HAM. '

hdohésia sebagai Aktor Internasional dalam Diskusi dan Aksi
'yata mengenai HAM - '

utakhn dalam bagian ini disajikan beragam tulisan mulai dari ikut
ertanya Indonc,sm sebagai salah satu anggota ASEAN dalam diskusi
¥ ng tung:alz bergulit mengenai  Human Rights Court in ASEAN;
mbahasan mengenal hak-hak mereka yang terdibat dalam Pengadilan
kﬁ{g_t Internasional; juga hak-hak para pengungsi. Disambung pula

ngan tulisan mengenai upaya untuk ikut serta mengambil aksi nyata
?éﬂ_i_ndungan sektor perikanan; serta peran nyata pemerintah
nengatasi perubahan iklim dan mewariskan bumi dalam kondisi
g@--géric_rasi mendatang.




Sebagai penutup kami mengucapkan tegima kasih kepada para penulis yang
telah bersedia untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan pribadi dan
- memberikan kontribusinya dalam bentuk tulisan, Adapun pengeditan hanya
*dilakukan untuk tampilan tulisan dan hab-hal yang begsifat teknis, tanpa
masuk hingga ranah substansi. Schingga, hak atas kekayaan intelektual
setiap tulisan dan kcwa]iban akademik tetap men)qdl tangjgung ]B.thb .
penulis. -

Keseluruhan tulisan tersebut, pada alkhirnya dipersembahkan dengan sadar |
sebagai bentuk turut sertanya para akademisi FH Unpar dan kampus -
‘sahabat demi kemuliaan martabat manusia dan kctexjagaan semesta.
‘Selamat membaca. '

Bandung, Agustus 2018

~Tim Editor
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CArtikel 1

'HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT
DI ERA POST-TRUTH

Liona Nanang Supriatna

ABSTRACT

.- Hak kebebasan berpendapat adaiah hak konstitusional karena dijamin oleh undang-undang
::n_égara, Sebab itu, setiap orang atan kelompok masyarakat berhak untuk menyatakan
‘pendapat secara publik meaurut koridor hukum yang berlaku, Akan tetapi, perkembangan
hak kebebasan berpendapat sebagai bagian dari semangat demokrasi menghadapi ekses
3Inchr1fmva oleh perkembangan era post-fruth (pasca kebenaran), di mana informasi dan isu-
isu pubhic yang penting terdistorsi olel kepentingan jangka pendek para demagog politik

yang cakap mempropagandakan isu tanpa basis realitas dan data yang sahid, Akibatnya,
;ﬁasyfm kat mengonsumsi informasi yang lebilh banyak dicekoki oleh muatan emosi
< di1p'1da apa yang semestinya urgen untuk membangun bors commmne. Gejala ekses negaf
era pasca kebenaran ini semakin meluas oleh kemampuan amphﬁknm media digital yang
”Ltkcmbangq pesat. Untuk itu, pedu strategi literasi kritis untuk menghadapi pengaruh

gatlf diHEOrSI informasi di ruang pubh]\ c’ian peneg;tkan hukum y'mg3 pufmtlf dan
sif, ' :

am’s Halk Kc_bcbasa_n, Mengeluarkan Pendapat, Era Post-Truth.

'PENDAHULUAN .
1_sl<u15>us tentang hak-hak asast manusia dqlam tataran 1mema51onal

h?balah_ satu kemajuan yang paling peating yang berlangsung sejak
_kh_i_i_‘f_lya_ Perang Dunia Kedua', yang scbelumnya didominasi oleh
.'pémer_i_nmhan totaliter yang mengontrol hampir seluruh aspek

pan manusia® —tetlebih dalam akses informasi— tidak lagi menjadi
asi fﬁgﬁmérintah. Di zaman nomw, kebﬁngkitan hak-hak asasi manusia
kesadaran tentang hak kebebasan berpendapat semakin meluas,
'a_ta'n_'dalam era demokrasi digital. IDi satu sisi, hal ini merupakan

éh‘zﬁah,i-"I.ntei‘natf(mal Human Rights Law - A Practical Approach (2003), p.

__cng_él1_R. B. Lillich & H. H. Hanoum, International Human Rights -
Luaw, Policy and Practice (1995) 3¥ed., hal. 36.




suatu gerakan positif dalam upaya untuk menghiltangkan sikap keotoriteran
negara dalam menjamin kebebasan berpendapat rakyatnya, namun di sisi
lain justru menciptakan situasi chaos, karena tidak bisa membedakan mana
pendapat yang benar dan mana pendapat yang kelisu (hoax). Sementara itu,
belum ada instrumen hukum yang memadal untuk mengaturaya baik dalam
perjanjian internasional, termasuk institasi dan organisasi internasional dan
regional’, maupun dalam sistem hukum nasional.

Semenjak reformasi, ledakan’ kebebasan pers, ‘luapan’ menyampaikan
~pendapat, dan melakukan gerakan sosial semakin besar sehingga kadang .
mengalami kerancuan karena melampaut batas. Terlebih lagi ketika internet
hadir, kebebasan masyarakat menggunakan media digital bahkan telah =
berkembang menjadi hoax, eyber erime, dan pada akhirnya masyaraka{
mengalami gejala Post Truth Sociery,” yakni budaya politik di mana perdebatan -
iebih diwarnal emosi -daripada kebijakan yang ada dan dipengarahi oleh
munculnya ujaran-ujaran kebencian dan kebohongan secara berulang-ulang
schingga mengabusrkan kenyataan /kebenaran, komep yang 'ﬁudclh mapan
mcn]adl tidak penting atau tidak relevan.®

Gra Post-Truth merupakan iklim sosial-politik di mana objektivitas dan '
rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memibak ke keyakinan
meskipun schetulnya fakta menunjukan hal yang berbeda.® Fra Post Post-
Truth mendapat momentumnya karena merasa jenuh dan membenci
limpahan pesan dan rayuan: semua berujung meminta untuk membeli,
mengonsumsi, memilih, memberi pendapat atau ambil bagian di kehidupan
sosial.” Dari aspek budaya, tentu hal ini sangat membahayakan sehingga

* Bandingkan dengan T. Landman, Protecting of Human Rights A Comparative Stud
(2005), hal. 1.
a Llhat Pautus Wirutomo, Memperkuat Kebinekaan Dan Toleransi Di Eva Post Tr uﬂ
- Makalah, disampaikan dalam PPRA LV (Program Pendidikan Reguler Angkata
~LVII ), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Tanggal 2 Agustu
2018, hal, 22.
* Ananda Sukarfan, Ada Apa Dibalik Fenomena Istilah Post Truth Di ]nd(mm
terdapat di hitps://www.dw.com/id/ada-apa-di-balik-fenomena-istilah-post-truth
di-indonesia/a-42330349, diakses tanggal 2 Agustus 2018, Pukul 15.00.
¢ Hayyatmoko, Mencari Kebajikan Di Era Post-Truth: Hoax, Disinformasi dan Em
Sosial, Makalah, Disampaikan dalam PPRA LV (Program Pendidikan Re
Angkatan LVII1 ), Lcmbag,,a Ketahanan Nasmnal chubhk Indonesm Tdn,gga
Aguetuq 2018, hal. 1.

n



kekuatan struktural perlu diperkuvat (termasuk kewibawaan Pemerintah

" dalam bidang “koersi” untuk memberikan batas-batas pada perkembangan
“kebebasan 3"Jc,1p<,nd,1p’1t terutama dahm dgmokx asi cra digital yang banyak
menyimpang ini.”

Demokrasi digital adalah isdlah baru dalam menjelaskan persilangan
relast antata penggunaan media sosial, pemenuhan representasi dan
artikulasi  kepentingan  serta  penguatan  kelas menengah, Ketiganya
" -nic:r_upakan faktor penting dalam menjelaskan konstelasi sosial politik yang

berkembang di Indonesia dengan memunculkan media sosial sebagai pilar

- demolsrasi.” Jadi, perkembangan terbaru demokrasi telah memasukkan
- -media sosial sebagai salah satu pilar penting politik demolkrasi. Media sosial
 memudahkan perkembangan cara-cara baru komusikasi politik demokrasi,
sehingga menjadi lebih cair, mudah dijangkau dan terjadi semacam disrupsi
_Jrifornlasi yang meluas, sehingga bisa terjebak ke dalam ckses negatifnya,

_ yakm bahwa kebanjiran perilaka berdemokrasi yang tak terkendali.

LT eori sosial dan politik yang umum dipelajati hari ini sebagian besar
"eiupaian watisan pcmlkﬂan dari revolusi industri yang bcrlangsumg

ekltéu dua abad lalu."’ Revolusi tersebut berlangsung terus-menerus yang

berpengmuh terhadap peradaban manusia, tentu membawa dampak yang
ngat tuas dalam berbagai aspek kehidupan manusia terutama di. dunia
_acbamn ITl(,dIa d%ml demikian besarnya revolusi dlgual yang melanda

br,_, (rpogle, WA dan atau Mcdm D1g1tal sejenisnya.
E_X;.__i_):lusi Media digital telah mendominasi bahkan mempengarchi
s demoksasi, Media digital memainkan peranan yang sangat huar biasa
demokrasi digital. i mana pun dan kapan pun serta siapapun dapat

mukakan pendapat, opini, kritik, melakukan strategi kampanye

U__lomo, supra note 4, hal. 12.

aharj j0 Jatl, Demokrasi Digital, terdapat di
wiv.academia.cdw/31836183/Demokrasi_Digital,

geal:2 Agustus 2018, Pukul 14.30.

rasetyo, Demokrasi Digital, terdapat di

w.researchgate net/publication/3115356 28_Demokrasi Digital,
ggal 2 ‘Agustus 2018, Pukul 14.30.




politik, dan memobilisasi massa. Kemampuan persuasi dapat diperkuat oleh
kemampuan media digital untuk melipatgandakan impuls reaksi terhadap
isu yang dilontarkan, Pemerintah pun dapat melakukan tata kelola
pemerintahan secara tetbuka (online) yang dapat dmkscq ulch siapapun,

‘kapan pun, dan di manapun.

Di pihak lain, rakyat Indonesia sedang mengalami proses transisi
‘kehidupan politik. Era batu demokrasi digital membentuk cara-cara batu
ckspresi kebebasan di ruang publik, teriebih menghadapi “tahun politik™
Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 secara bersamaan. Media digital
adalah salah satu sarana efektif untuk merebut simpati konstituen dengan
menyebarkan informasi-informasi yang menggugah sckaligus menyerang
lawan politik. Media digital bisa meningkatkan tensi persaingan
antarkandidat dan mempercepat %nkulasl pcnyemngan yang bisa s’xhngj.

men)] jatublkan satu sama lain.

II. PEMBAHASAN
IL.1. Fondasi Hukum Hak Kebebasan Berpendapat
Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hal -

~asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 ¢
Pasal 28E Ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas
kebebasann  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
Kemudian Pasal 28T menyatalkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk

" berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengcmbaﬂgkaﬁ
pribadi dan lingkungan sosialoya, serta berhak untuk mcncéri'
‘memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaika
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia_”.._
 Rumusan kemerdekaan mengungkapkan pendapat diatur da_iﬁ:m
.Undanngndang No 9 Tahun 1998 Tentang Kebeb_a._éa
Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 Ayat 1 yélhg
" menyatakan bahwa: Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah.
hal setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan h_sat
*tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab ses
dengan ketentuan pesaturan perundang-undangan yang berlaku_,_;f_f_:’_'a
terscbut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklasasi Univers_él__'ﬂ'
hal Asasi Manusia. Upaya membangun demokrasi yang berkeadi

Ul llaiante halr acal mariaceia Aiherlitican adanva cl1acand Va



aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab

sesuai dengu} “ketentuan pemtulan perundang- undang)an yang
berlaku.'?

_ ‘Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan

: _.-Mengcmukakan Pendapat di Muka Umum telah melindungi kebebasan

menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang dalam pemenuhan

-~ hak sosial dan politik.”® Pasal 5 menyatakan bahwa: Warga negara yang
‘menyampaikan  pendapat - di muka - umum  bethak  untuk

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan
“hukum. Sedangkan Pasal 6 menyatakan bahwa: Watga negara yang
- menyampaikan -?cndapat di - muka umum - berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak orang lain;
_b. menghormati aturan-aturan moral yang dizkui umurm; c. menaati
‘hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d.
.-;;'fﬁenjaga dan menghormati -keamanan dan ketertiban umum; dan

Le, mcn]"tg__,a keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,

- Sedangkan Bab IV. Undang-Undang Nomor 9 Tdhun 1998
;-I‘ entang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
_ii’léngatur tentang bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat
di:muka umum. Pasal 9 menyatakan bahwa (1) Bentuk penyampaian
lpc,ndqpat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. Unjuk rasa atau
‘demontragi; b. Pawag; ¢. Rapat umum; dan atau d. Mimbar bebas. (2)
'Pcnyampann pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam

yat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali
-di lingkungan istana keptesidenan, tempat ibadah, instalasi militer,

mahsakic, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal

i Se]ﬁd Sari, Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang Undang No.

Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapar Di Muka Unum

i dayi Persfektif HAM, terdapat di

ekasand wordpress.com/2012/01/1 8/kebebasan-berpendapat-berdasar-

_ ang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-mengemukakan-
di—muka umum-ditinjay-dari-perspekiif-hak-asasi-manusia/,

ada tanggal 3 Agustus 2018, Pukul 09.00,

ua_’aya Demokratis, Makalah disampaikan dalam PPRA LVHI (Program
an: Reguler Angkatan LVIII ), Lembaga Ketahanan Nasional Republik
‘anggal 30 Juli 2018.

Subiakto, Kebebasan Be) pendapat D Era Digital Dalam Persfeksf




HAK ASASI MANUSI

Tema HAM tidak hanya berkaitan dengan isu manusia dan hak politiknya; kejahat
kemanusiaan; kesetaraan antara penyandang disabilitas dan mercka yang tid
menyandangnya; atau pengakuan hak-hak masyarakat adat. Konsep yang luas i
pada dasarnya mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Terbukti dari tel
berkembangnya tiga generasi HAM, mulai dari HAM generasi pertama yang
berbicara mengenai hak sipil dan politik; HAM generasi kedua yang meliputi hak
ekonomi, sosial, dan budaya; hingga HAM generasi ketiga yang membahas misalnya
hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang baik,
dan lain-lain.

Perkembangan tersebut dimulai dari saat di mana tidak perlu adanya campur tangan
negara terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Betlanjut pada diperlukannya
sikap aktif negara untuk memenuhi hak-hak yang muncul atas tuntutan akan
persamaan sosial dan pada akhirnya mewajibkan negara untuk menyusun dan
menjalankan program bagi pemenuhannya. Terakhir, sampai pada saat di mana
pelaksanaan hak-hak generasi ketiga, membutuhkan adanya kerja sama internasional
dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara.

Buku Percikan Gagasan tentang Hukum V yang bertema “Hak Asasi Manusia” ini
diharap dapat semakin meluaskan penyebaran kajian akan HAM. Hal ini dilakukan
juga untuk membantu terciptanya implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Perpres
75/20138).

Buku Percikan Gagasan tentang Hukum V ini dibagi berdasarkan tulisan yang |
ditujukan pada pembenahan lembaga, serta yang diharapkan mampu meningkatkan |
sikap internalisasi nilai dalam diri sendiri. Di akhir, buku ini akan ditutup dengan
tulisan yang lebih memperlihatkan unsur internasionalnya, di mana Indo
sebagai aktor internasional, juga turut memberikan sumbangsih bagi diskusi ma

aksi nyata mengenai HAM.
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